
GUBERNUR SUMATERA UTABA
PERATURAN GUBERNUR SUHATERA- Wnnn

r{oMoR 20 TAHUN 2009

TENTANG

SATUAN BrAYA pERtALANAn Drl{AS DAIAi{ NEGERT GUBERIIUR, WAKIL GUBERI{U&
PIMPIT{AI{ / AilGGOTA DPRD PE ABAT DAT{ PEGAWAI I{EGERI SIPIL

DI IJI{GKUNGAI{ PEI{ERTNTAH PROVII{SI SUMATERA UTARA

Menimbang : a.

DEI{GAN RAHMAT TUHAN YANG FIAI{A ESA

GUBERT{UR SUTTIATERA T,TARAy

bahwa satuan biaya Perjalanan Dinas yang ditetapkan dengan
Peraturan Gubemur sumatera utara Nomor 30 Tahun 2007 tanggal
20 Nopember 2aa7 dan Peraturan Gubemur sumatera utara Nomor
8F'L517334 Tahun 2005 yang diberlakukan berdasarkan surat
Gubernur sumatera utara Nomor 189.4411199 tanggar 24 Januari
2008 perihal Penundaan Pemberlakuan peraturan Gubemur
sumatera utara Nomor 30 Tahun 2007 dipandang tidak sesuai fagi
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, sehingga perlu

dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan surat wakil Ketua Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi sumatera utara Nomor 1955/lslskr tanggal 1g Mei

2009 Perihal Usul Perubahan atas satuan Biaya perjalanan Dinas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang satuan
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Gubemur, Wakil Gubemur,

Pimpinan I Anggota DPRD. Pejabat dan Pegawai Negeri Sipi! di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan

Daerah otonom Propinsi Aceh dan perubahan peraturan

Pembentukan Propinsi sumatera utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomsr 1103);

b.



2.

3.

4.

5.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pernerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a9;

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Penruakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun Z00z Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomsr 47L2);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);

7.

8.



9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor B0 Tahun 2003

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2AA7 tentang
Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor B0 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;

Perafuran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

62|PMW.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam

Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak

Tetap;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 0LlPM.2l2009 tentang Standar

Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2005

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Tahun 2007

Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah dan Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor T,Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

10.

11.

t2.

13.

14.

15.

16.



Menetapkan

L7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 1);

HEMUruSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATUAN BIAYA PERIAI.ANAN DINAS
DAISM NEGERI GUBERNUR, WAKIL GUBERNU& PIMPINAN / ANGGOTA

DPRD, PE]ABAT DAN PECaAWAI NEGERI SIPIL DI UNGKUNC'AN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Kepada Gubemur, Wakil Gubemur, Pimpinan I Anggota DPRD, pejabat

dan Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi sumatera

utara dalam melaksanakan tugas - tugas Pemerintahan, pembangunan

dan Kemasyarakatan baik di dalam maupun diluar provinsi sumatera

utara, berdasarkan surat Perintah Tugas dan surat perinbh perjalanan

Dinas, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara, diberikan Biaya Perjalanan Dinas yang terdiri ahs Uang

Harian Perjalanan Dinas (Uang makan, Uang Saku dan Transport Lokal)

dan transpoft dari kota asal ke kob h:juan (pulang - Frgi), Pengganti

Uang Penginapan serta Uang Representatif.

Pasal 2

Besamya Biaya Perjalanan Dinas sebagai dimaksud dalam Pasal 7,

tersebut diatas disesuaikan dengan pangkat / golongan Pejabat dan

Pegawai Negeri Sipil yang bemangkutan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

Biaya Perjalanan Dinas Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara per hari

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan ini belum

termasuk biaya angkutan dari tempat lkota asal ke tempat/kota hrjuan

dan dari tempat / kota tujuan kembali ke tempat / kota asal sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I huruf a yang merupakan bagian yang tidak

dapat dipisahkan dengan Peraturan ini.



Pasal 4

Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan di lbukota provinsi

sumatera utara yang diperintahkan / ditugaskan untuk melaksanakan

Perjalanan Dinas dalam Ibukota Provinsi kurang dan 6 (enam) jam biaya

Perjalanan Dinas yang dibayarkan hanya untuk biaya transpoftasi yang

besamya disesuaikan dengan pangkat / golongan, pejabaV pegawai

Negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan

Peraturan ini.

Pasal 5

Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan / Anggota DPRD, pejabat dan
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Eselon I, Eselon II
diberikan tambahan biaya dalam bentuk uang Represenhtif dengan
indeks per hari sebagaimana tercantum dalam Lampir:an III yang
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 6

Biaya angkutan dari ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota di Sumatera
Utara yang dilalui dengan angkutan udara dapat diberi biaya menurut
jasa angkutan pesawat udara.

Pasal 7

(1) Besarnya biaya angkutan untuk biaya perjalanan dinas dalam

Provinsi Sumatera Utara Lebih dad 6 Jam (fulang - Pergi) mengacu

kepada besamya biaya menurut jenis alat angkutan yang digunakan

dalam melaksanakan perjalanan dinas tersebut sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I huruf b yang merupakan bagian yang

tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan ini.

(2) Besamya biaya perjalanan dinas dengan menggunakan Pesawat

Udara bagi Gubemur, Wakil Gubemur, Pimpinan DPRD dan Pejabat

Eselon I didasarkan pada standard harga tiket Pesawat Udara kelas

bisnis.

(3) Besamya biaya perjalanan dinas dengan menggunakan Pesawat

Udara bagi Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III, Esclon IV

dan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada standard harga tiket

Pesawat Udara kelas Ekonomi,



Pasal 8

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini tidak berlaku unhrk perjalanan

dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan / Anggota DPRD, Pejabat

sefta Pegawai Negeri Sipil ke Luar Negeri, Perjalanan pindah dan biaya

pemulangan pegawai yang dipensiunkan.

Pasal 9

Dengan brlakunya perahrran ini, maka Perah.rran Gubemur Sumatera

Utara Nomor 30 Tahun 2007 dan Peraturan Gubemur Sumatera Utara

Nomor 84t.51 7334 Tahun 2005 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Negeri Pimpinan / Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang

diberlakukan berdasarkan Surat Gubemur Sumatera Utara Nomor tB.44l
1199 tanggal 24 Januari 2008 perihal Penundaan Pemberlakuan

Peraturan Gubernur Sumatera Ubra Nomor 30 Tahun 2007 dinyatakan

tidak berlaku lagi,

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 16luli 2009

GUBERT{UR 9UMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan

Pada tanggal 21 Juli 2cc9

BERTTA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OO9 T{OIIOR 20



I.AMPIMN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2OO9

TANGGAL 16JUU 2OO9

SATUAN BI,AYA PERIAIANAN DINAS DAI-AM NEGERI BAGI GUBERNU& WAKIL GUBERNU&
PIMPINAN / ANGGOTA DPRD{ PEIABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI UNGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UIARA

a. Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara Per - Hari

b. Dalam Provinsi Sumatera Utara Perjalanan Pulang Pergi Lebih Dari 6 Jam Per - Hari

GUBERNUR SU IIIATERA UTAR&

dto

SYATIIST,L ARIFIN

No. Pangkat / Golongan Uraian
lumlahUang Harian

(Rp.)
Pengganti Uang

Penginapan
(Ro.)

1. Gubemur, Wakil Gubernur, Pimpinan
DPRD dan Peiabat Eselon I 300.000.- 1.000.000.- 1.300.000,-

2. Aneeota DPRD dan Peiabat Eselon II 300.000.- 850.000.- 1.150.000.-

3. Peiabat Eselon III / Golonqan IV 300.000,- 670.000,- 970.000,-

4. Peiabat Eselon IV / Golonqan III 300.000.- 400.fi10.- 700.000.-

5. PNS Golonqan I, II 300.000,- 290.000.- s90_000--

No. Pangkat / Golongan Uraian
Uang Harian

(Rp.)
Pengganti Uang

Penginapan
fRo.)

Pengganti Uang
Transport (FP)

(RD.)

1. Guhrnur, Wakil Gubemur,
Pimpinan DPRD dan Pejabat
Eselon I

200.000,- 6(X).000,- 250.000,-

2. Anggota DPRD dan Pejabat
Eselon II

200.000,- 500.000,- 250.000,-

3. Peiabat Eselon III / Golonqan IV 200.000,- 370.000.- 2s0.000.-

4. Peiabat Eselon IV 1 Golonqan III 200.000,- 220.000.- 2s0.000,-

5. PNS Golonsan I, II 200.000,- 130.000.- 2s0.000.-



LAMPIMN II PERATUMN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2OO9

TANGGAL 16]UU 2OO9

SATUAN BIAYA PERTALANAN DINAS DATAM NEGERI BAGI GUBERNU& WAKIL GUBERNU&
PIMPINAN l ANGGOTA DPRD, PE]ABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATEM UTARA

Dalam Provinsi Sumatera Utara Perjalanan Pulang Pergi Kurang dari 6 jam / Pengganti Uang Transport
Lokal per - hari

GUBERiIUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIT{

NO. Pangkat/Gol Pengganti Uang Transport Lokal
RD.

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan
Pejabat Eselon I 200.000.-

2. Anqsota DPRD dan Peiabat Eselon II 150.000,-

3. Peiabat Eselon III / Golonoan IV 100.000.-

4. Pejabat Eselon IV I Golonqan III 75.000.-

5. PNS Golonqan I, II 50.000,.



LAMPIMN III PERATUMN GUBERNUR SUMATEM UTARA
NOMOR 20TAHUN 2OO9

TANGGAL 16JUU 2OO9

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DATAM NEGERI BAGI GUBERNU& WAKIL GUBERNU&
PIMPINAN l ANGGOTA DPRD, PEIABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATEM UTARA

Satuan Biaya ReBresentatif

GUBERTIUR SUMATERA T'TAR&

db

SYAiISI'L ARIFIil

NO. Pangkat/ Golongan Uanq Repreentasi
Dalam Daerah

Ro.
Luar Daerah

RD.

1. Gubemur, Wakil Gubemur, Pimpinan DPRD dan
Peiabat Eselon I

150.000,- 200.000,-

2. Anqqota DPRD dan Peiabat Eselon II 100.000.- 150.000,-


